
 
  



 

 
 

 
 

 
 

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MULAWARMAN 

Nomor :  75-1/KR/2018 

TENTANG 

KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN 

 
Menimbang : a bahwa untuk menyesuaikan dengan 

perkembangan keilmuan hukum terkini, 

kebutuhan pengguna lulusan, dan visi-misi 

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Mulawarman, kurikulum 

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Mulawarman yang sedang 

dijalankan saat ini perlu diganti dengan 

kurikulum yang baru; 

  b bahwa sehubungan dengan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 

diterbitkan  Keputusan Dekan. 

 

Mengingat  : 1.  Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
  2.  Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi; 

  3.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 

sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah 

Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan; 

  4.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Pendidikan Tinggi; 

  5.  Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional 
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Indonesia; 

  6.  Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 

tentang Pendirian Universitas Mulawarman; 

  7.  Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 
  8.  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI 

Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti 

Pendidikan Tinggi; 

  9.  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI 

Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman 

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 
Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 

  10.  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI 

Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas 

Mulawarman; 

  11.  Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi RI Nomor 

428/M/Kp/VII/2015 tentang Izin 

Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum 

Program Magister Pada Universitas Mulawarman 

Di Samarinda; 

  12.  Peraturan Rektor Universitas Mulawarman 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat; 

  13.  Keputusan Rektor Universitas Mulawarman 

Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan 

Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas 
Hukum Univeritas Mulawarman; 

  14.  Keputusan Rektor Universitas Mulawarman 

Nomor 1504/KP/2017 tentang Pemberhentian 

Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Mulawarman Periode 2013-2017 dan 
Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Mulawarman Periode 2017-2021; 

  15.  Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Mulawarman Nomor 74-2/LL/2018 tentang Visi, 

Misi, dan Standar Kompetensi Program Studi 

Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman. 
 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan  : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG 

KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU 
HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 

MULAWARMAN 



KESATU : Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan 

ini. 

KEDUA : Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 
diberlakukan bagi mahasiswa Program Studi 

Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman 

Angkatan 2018 dan seterusnya. 

KETIGA : Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman selain 

sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, tetap 
mempergunakan Kurikulum Program Studi Magister 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Mulawarman sebagaimana ditetapkan dalam Surat 

Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 

902/DT/2013 tentang Kurikulum Program Studi 
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Mulawarman sampai dengan berakhirnya masa studi 

mahasiswa Angkatan 2017. 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. 

KELIMA : Bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan 

Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana 
mestinya. 

 

                                                Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 5 September 2018 

DEKAN FAKULTAS HUKUM, 

 
 

 

 

 

MAHENDRA PUTRA KURNIA 
NIP 19820307 200312 1 003 

 
Tembusan disampaikan kepada Yth: 
Rektor Universitas Mulawarman (sebagai laporan) 



LAMPIRAN I 

KEPUTUSAN DEKAN  

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MULAWARMAN 

NOMOR 75-1/KR/2018 

TENTANG KURIKULUM  
PROGRAM STUDI  

MAGISTER ILMU HUKUM  

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MULAWARMAN 

 
KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN  

 

I. MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI 

No Mata Kuliah Kode SKS Semester 

1 Teori Hukum 

Theory of Law 

PS35101811 3 I 

2 Filsafat Hukum 

Philosophy of Law 

PS35101812 3 I 

3 Perbandingan Sistem 

Hukum 

Legal System 
Comparative 

PS35101813 2 I 

4 Sosiologi Hukum 

Sociology of Law 

PS35101814 2 I 

5 Politik Hukum 

Politic of Law 

PS35101815 2 I 

6 Metode Penelitian Hukum 

Research Methods in Law  

PS35101821 3 II 

7 Energi dan Perubahan 

Iklim 

Energy and Climate 
Change 

PS35101822 2 III 

8 Hak Gugat dan 

Penyelesaian Sengketa 

Adat 

Right of Claim and Adat 
Settlement Dispute 

PS35101831 2 III 

9 Keadilan Lingkungan 

Environment Justice 

PS35101832 3 III 

 

 



II. MATA KULIAH PILIHAN MINAT STUDI  

1. Hukum Pidana (Criminal Law) 

No Mata Kuliah Kode SKS Semester 

1 Politik Hukum Pidana 

Politic of Criminal Law 

PMSPdn35101821 2 II 

2 Sistem Peradilan Pidana 

Criminal Justice System 

PMSPdn35101822 2 II 

3 Hukum Pidana dan 

Kejahatan Ekonomi 

Criminal Law and 
Economic Crime 

PMSPdn35101823 2 II 

4 Kejahatan Teknologi 

Informasi 

Cybercrime 

PMSPdn35101824 2 II 

5 Kejahatan Korporasi 

Corporate Crime 

PMSPdn35101825 2 II 

6 Pidana Perbankan  

Banking Crime 

PMSPdn35101826 2 II 

 

2. Hukum Ekonomi (Economic Law) 

No Mata Kuliah Kode SKS Semester 

1 Teori Hukum Ekonomi 

Kontemporer  

Theory of Contemporary 
Economic Law 

PMSE35101821 2 II 

2 Kontrak Bisnis 

Business Contract  
PMSE35101822 2 II 

3 Hukum Organisasi 

Perusahaan 

Corporate Organization 
Law 

PMSE35101823 2 II 

4 Hukum Penanaman 

Modal 

Investment Law 

PMSE35101824 2 II 

5 Hukum Persaingan Usaha 

Anti Trust Law  

PMSE35101825 2 II 

6 Hukum Ekonomi Syariah 

Economic Law of Sharia  

PMSE35101826 2 II 

 

 

 

 



3. Hukum Kenegaraan (State Law) 

No Mata Kuliah Kode SKS Semester 

1 Hukum Perbendaharan 
Negara 

State Treasury Law 

PMSKn35101821 2 II 

2 Hukum Kekayaan dan 
Keuangan Negara 

State Assets and Finance 
Law 

PMSKn35101822 2 II 

3 Ilmu Perundang-undangan 

Statutory Science 

PMSKn35101823 2 II 

4 Penyelesaian Sengketa 

Ketatanegaraan 

Constitutional Dispute 
Settlement 

PMSKn35101824 2 II 

5 Hukum dan Diskresi 

Law and Discretion 

PMSKn35101825 2 II 

6 Hukum Pemilihan Umum 

General Election Law  

PMSKn35101826 2 II 

 
 

4. Hukum Internasional (International Law) 

No Mata Kuliah Kode SKS Semester 

1 Hukum Perbatasan Negara 

State Border Law 

PMSI35101821 2 II 

2 Hukum Perdagangan 

Internasional 

International Trade of Law 

PMSI35101822 2 II 

3 Hukum Humaniter  

Law of Humanitarian 

PMSI35101823 2 II 

4 Hukum Peradilan dan 

Arbitrase Internasional 

International Arbitration 
Court of Law 

PMSI35101824 2 II 

5 Hukum Lingkungan 

Internasional 

International Environment of 
Law 

PMSI35101825 2 II 

6 Hukum Perjanjian 

Internasional 

Law of Treaty 

PMSI35101826 2 II 

 

 

 



5. Hukum Adat dan Kearifan Lokal (Adat Law and Local Wisdom) 

No Mata Kuliah Kode SKS Semester 

1 Sistem Hukum Adat 
System of Adat Law 

PMSAKL35101821 2 II 

2 Sistem Pemerintahan 

Adat 
Adat Goverment System  

PMSAKL35101822 2 II 

3 Hukum Kekerabatan dan 
Hukum Waris Adat 

Devisee Law and Law of 
Kinship Adat  

PMSAKL35101823 2 II 

4 Delik Adat 

Adat Offense 
PMSAKL35101824 2 II 

5 Hak Ulayat Masyarakat 
Adat Tenurial Rights 

PMSAKL35101825 2 II 

 

6. Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Natural Resources   

and Environment Law) 

No Mata Kuliah Kode SKS Semester 

1 Politik Hukum Sumber 

Daya Alam dan 

Lingkungan 

Politic of Natural 
Resources and 
Environment Law 

PMSSDAL35101821 2 II 

2 Hukum Ekonomi 

Sumber Daya Alam 
Law of Economic of 
Natural Resource 

PMSSDAL35101822 2 II 

3 Resolusi Konflik Sumber 
Daya Alam 

Conflict Resolution of 
Natural Resource 

PMSSDAL35101823 2 II 

4 Pengelolaan dan 

Perlindungan Wilayah 

Perairan 

Territorial Waters 
Management and 
Protection 

PMSSDAL35101824 2 II 

5 Pencemaran Laut Lintas 

Batas  
Transboundary Marine 
Pollution 

PMSSDAL35101825 2 II 

 



III. MATA KULIAH PILIHAN 

No Mata Kuliah Kode SKS Semester 

1 Hukum Pengelolaan Aset 
Negara 

Law of State Asset 
Management 

P35101831 2 III 

2 Analisis Dampak 

Peraturan Perundang-

Undangan 

Analysis of Regulatory 
Impact Assesment 

P35101832 2 III 

3 Politik Penyusunan 

Produk Hukum Daerah 

Politic of Regional Product 
Drafting 

P35101833 2 III 

4 Hukum dan Hak Asasi 

Manusia 
Law and Human Right 

P35101834 2 III 

5 Hukum Pajak, Retribusi 

dan Pola Pembiayaan 
Law of Tax, Retribution 
and Financing Pattern 

P35101835 2 III 

6 Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi 

Arbitration and Alternative 
Dispute Settlement of 
Economic 

P35101836 2 III 

7 Politik Hukum 

Pertambangan 

Politic of Mining Law 

P35101837 2 III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. TESIS 

No Mata Kuliah Kode SKS Semester 

1 Ujian Desain Riset Tesis 

Seminar of Thesis Research 
Design 

  III 

2 Seminar Hasil Penelitian 
Tesis 

Seminar of Thesis Report 

T3510181 6 IV 

3 Ujian Tesis 

Thesis 

  IV 

 

Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 5 September 2018 

DEKAN FAKULTAS HUKUM, 
 

 

 

 

 
MAHENDRA PUTRA KURNIA 

NIP 19820307 200312 1 003 



LAMPIRAN II 

KEPUTUSAN DEKAN  

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MULAWARMAN 

NOMOR 75-1/KR/2018 

TENTANG KURIKULUM  
PROGRAM STUDI  

MAGISTER ILMU HUKUM  

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MULAWARMAN 

 

 
DESKRIPSI MATA KULIAH  

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN  

 

I. MATA KULIAH WAJIB PROGRAM STUDI 

No Mata Kuliah/ 

Kode MK 

Deskripsi Mata Kuliah 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori Hukum/ 

Theory of Law 

PS35101811 

Mata Kuliah ini merupakan mata kuliah 

sangat vital bagi mahasiswa pada tingkat 

magister ilmu hukum. Pembahasan dalam 

mata kuliah ini mencakup berbagai 

penggambaran pada tingkatan pengetahuan 

hukum yang dimulai dengan memperkenalkan 

beberapa terminology tentang teori hukum 

(Introduction of jurisprudence and legal theory), 

tujuan dan fungsi hukum, rule of law, konsep 

hukum (the concept of law), legal System 

moralitas hukum, teks eksplanasi hukum, 

dekonstruksi hukum, interpretasi dan 

konstruksi hukum (the integrity and 

interpretation of law). Pada bagian lain, 

berbagai teori dalam berbagai perspektif 

menjadi pemandu peserta mata kuliah dalam 

mengenali dinamika hukum yang terjadi 

seperti teori hukum zaman klasik, abad 



 pertengahan, renaissance, aufklarung, Neo-

kantian, Neo-Positivism, Neo-Marxism, Abad 

XX, Legal Realism, dan Critical Legal Studies. 

2 

 

 

 

 

 

Filsafat Hukum/ 

Philosophy of 
Law 

PS35101812 

Mata kuliah ini membahas berbagai aliran-

aliran pemikiran dan teori hukum dari 

perspektif filsafat untuk kemudian digunakan 

sebagai dasar dalam melakukan analisis 

terhadap berbagai macam problematika 

hukum. 

3 

 

 

 

 

 

Perbandingan 

Sistem Hukum/ 

Legal System 
Comparative 

PS35101813 

 

Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan 

kemampuan untuk menganalisis konsep, dan 

diskursus Teori  Perbandingan sistem hukum, 

serta memberikan pengetahuan dan 

keterampilan metode perbandingan sistem 

hukum  sebagai metode analisis dalam kajian 

ilmu hukum 

4 

 

 

 

 

 

 

Sosiologi 

Hukum/ 

Sociology of Law 

PS35101814 

 

Mata kuliah ini membahas kajian kritis 

terhadap penggunaan teori-teori sosiologi dan 

hubungan antara berbagai pranata sosial 

hukum serta keterkaitan sosiologi dengan 

perkembangan teori-teori hukum dan 

penyelesaian problem hukum aktual. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politik Hukum/ 

Politic of Law 

PS35101815 

 

 

Mata kuliah ini menyajikan konstruksi politik 

dan hukum yang mencakup asas-asas dan 

teori dalam politik hukum, faktor-faktor yang 

mempengaruhi dan masalah-malasalah dalam 

politik hukum. Serta mencakup kajian politik 

hukum dalam penyusunan, penetapan, 

pelaksanaan, pengawasan dan penegakan 

hukum serta diskursus teori yang melingkupi 

politik hukum. 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Penelitian 

Hukum/Research 
Methods in Law  

PS35101821 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mata kuliah ini menekankan pada 

keterampilan dalam mengkostruksi penalaran 

ilmiah hukum yang didasarkan pada 

kebenaran tertentu melalui kegiatan riset. 

Hukum sebagai instrument dan/atau gejala 

sosial memerlukan teknik untuk menemukan 

kebenarannya. Metode penelitian hukum 

sebagai salah satu cara menemukan 

kebenaran hukum akan menjangkau berbagai 

tahapan, di antaranya penentuan dan cara 

mengenali research problem, struktur riset 

(disain penelitian dan laporan penelitian) 

pendekatan riset, analisis dan pelingkupan isu 

hukum, pelaksanaan riset, aksesibilitas data, 

kapasitas dan kemampuan mengakses 

referensi mutakhir. kemampuan membuat 

disain penelitian (research design dan laporan 

penelitian) merupakan ciri khas dari 

kompetensi peserta mata kuliah ini. 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi dan 

Perubahan Iklim/  

Energy and 
Climate Change 
PS35101822 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang 

berintikan definisi, ruang lingkup, konsep 

teori, mitigasi resiko perubahan iklim, 

perubahan iklim dan komitmen global, model 

respon terhadap perubahan iklim, pengaturan 

dan kelembagaan pada tingkat internasional, 

nasional, sub nasional. 

Mata kuliah ini merupakan isu spesifik yang 

menjadi perhatian global yang dilihat dari sisi 

hukum dan kebijakan meskipun bermula dari 

perspektif global, sasaran pada konsentrasi 

area dan isu pengelolaan sumber daya alam 

tertama kehutanan dan kegiatan ekonomi 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

berbasis lahan mempengaruhi orientasi 

mitigasi risiko perubahan iklim. Pada bagian 

lain, hukum perubahan iklim mempersiapkan 

mahasiswa memiliki basis pengetahuan 

global-nasional-lokal dan kesiapan hukum 

yang tersedia dalam merespons kebutuhan 

pelembagaan, kerjasama, dan isu 

perdagangan carbon 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak Gugat dan 

Penyelesaian 

Sengketa Adat/  

Right of Claim and 
Adat Settlement 
Dispute 
PS35101831 
 
 
 
 

Mata kuliah pengembangan dari persoalan 

hukum yang timbul dalam hukum adat dan 

masyarakat hukum adat, dan nilai-nilai 

kearifan lokal yang ada, nilai-nilai yang 

berkembang jadi hukum, kekuatan mengikat 

kearifan lokal, model-model kearifan lokal 

dalam proses penyelesaian sengketa  

Pada akhir kuliah magister dapat diharapkan 

memahami, mengerti, dan mengindifikasi 

hukum dan kearifan lokal. 

9 

 

 

 

 

 

 

 

Keadilan 

Lingkungan/  

Environment 
Justice 
PS35101832 
 
 
 
 
 
 

Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang 

mendeskripsikan relasi pemerintah, pengguna 

sumber daya alam, dan masyarakat dalam 

perpektif keadilan hukum. Perbagai diskursus 

factual dan penggambaran teks-teks teoritik 

merupakan ciri khas mata kuliah ini, seperti 

dampak degradasi lingkungan yang 

menghasilkan diskriminasi tertentu (civil 

rights), pendistribusian manfaat dan keadilan 

atas penggunaan sumberdaya alam 

(distributive justice and ethics), pemberian 

akses proses pengambilan keputusan pada 

semua level (public partisipation), 

penggambaran sumber ketidakadilan (address 



the root causes of injustice/social justice) dan 

to reduce pollution and risk for all people 

(ecological sustainability). Deskripsi 

kontekstual juga akan disampaikan dalam 

mata kuliah ini, terutama jangkauan 

kapasitas hukum memenuhi keadilan hukum 

dan penilaian terhadap kemampuan norma 

bentukan negara melahirkan keadilan 

(keadilan undang-undang). 

 

 

II. MATA KULIAH PILIHAN MINAT STUDI  

1. Hukum Pidana (Criminal Law) 

No Mata Kuliah/ 

Kode MK 

Deskripsi Mata Kuliah 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politik Hukum 

Pidana/ 

Politic of Criminal 
Law 
PMSPdn35101821 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata 

kuliah politik hukum yang akan lebih 

menguraikan atau memaparkan tentang 

hubungan politik kriminal dengan politik 

sosial, kebijakan integral dalam 

penanggulangan kejahatan (penal policy), 

ruang lingkup kebijakan hukum pidana, 

masalah pembaruan hukum pidana, 

pendekatan kebijakan pemidanaan, upaya 

nonpenal, kebijakan kriminalisasi dan 

dekriminalisasi dan masalah pidana 

perampasan kemerdekaan.  

2 

 

 

 

 

 

Sistem Peradilan 

Pidana/ 
Criminal Justice 
System 
PMSPdn35101822 

 

 

 

Mata kuliah ini membahas terkait pada isu 

keadilan dalam pelaksanaan sistem peradilan 

pidana di Indonesia, posisi kelembagaan 

dalam peradilan pidana (criminal justice 

system), peradilan khusus, restorative justice 



 

 

 

 
system, exstra judicial system sistem 

pemasyarakatan secara luas dalam istilah 

perubahan penjara ke pemasyarakatan. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum Pidana 

dan Kejahatan 

Ekonomi/ 

Criminal Law and 
Economic Crime 
PMSPdn35101823 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Mata kuliah ini tentang kajian tentang 

hukum dan kejahatan ekonomi, 

perkembangan kejahatan ekonomi, kaitan 

kejahatan ekonomi konvensional dan white 

collar crime, faktor-faktor penyebab kejahatan 

ekonomi dan perkembangan teori biologi 

kriminal, psikologi kriminal, sosiologi 

kriminal, dan kriminologi kritis/struktur. 

Perkembangan kebijakan kriminal dalam 

penanggulangan kejahatan ekonomi baik 

penal dan nonpenal dalam penanggulangan 

kejahatan ekonomi di Indonesia, dan 

kecendrungan internasional dalam 

penganggulangan kejahatan ekonomi.   

4 

 

 

 

 

 

 

 

Kejahatan 

Teknologi 

Informasi/ 

Cybercrime 
PMSPdn35101824 

 

 

 

 
 

 

Mata kuliah berintikan pada kejahatan yang 

ditimbulkan karena pemanfaatan teknologi 

informasi, lingkup dan kriteria kejahatan 

teknologi informasi, kejahatan informasi 

melewati batas negara, pelaku kejahatan 

teknologi informasi perorangan, korporasi dan 

negara, sistem penanganannya, kelembagaan 

hukum.   

5 

 

 

 

 

 

 

 

Kejahatan 

Korporasi/ 

Corporate Crime 
PMSPdn35101825 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mata kuliah ini merupakan pidana lanjutan 

yang dikembangkan dari subyek 

pertanggungjawaban hukum pidana dalam 

kasus-kasus yang melibatkan korporasi. 

Penentuan kualifikasi, penentuan para pihak 

dari sisi konsep delneeming (arti luas), 



  Concursus, Penentuan Korporasi nasional-

PMA, pengurus, karyawan (vicarious liability), 

pemegang saham, dan model respon negara 

dan pengaturannya. 

6 

 

 

 

 

 

 

Pidana 
Perbankan/  

Banking Crime 
PMSPdn35101826 

 

 
 

 

 

 

Mata kuliah Pidana Perbankan adalah 

lanjutan dari mata kuliah hukum pidana dan 

kejahatan ekonomi dalam bidang 

perbangkan, pencucian uang. Dalam mata 

kuliah ini dasarnya akan membahas tentang 

perbankan secara umum di Indonesia, mulai 

dari pengantar hukum perbankan itu sendiri 

yang berisi tentang lembaga keuangan, bank, 

dan instrumen pembayaran, Kemudian 

dilanjutkan mengenai kelembagaan 

perbankan, kegiatan usaha dan kebijakan 

pengembangannya. Akan dibahas pula 

mengenai mekanisme praktik perbankan 

yang tidak sehat, berbagai jenis tindak pidana 

di lembaga perbankan dan upaya 

penanggulangannya. Secara khusus juga 

akan dibahas mengenai pengaturan dan 

pengawasan bank serta prinsip-prinsip dalam 

perbankan, dikarenakan kegiatan dalam 

perbankan tidak pernah lepas dari tindak 

pidana perbankan.  

 

2. Hukum Ekonomi (Economic Law) 

No Mata Kuliah/ 

Kode MK 

Deskripsi Mata Kuliah 

1 

 

Teori Hukum 

Ekonomi 

Kontemporer/  

Mata kuliah ini mengkaji dan menganalisis 

secara interdisipliner perkembangan teori 



 

 

 

 

 

 

 

Theory of 
Contemporary 
Economic Law 
PMSE35101821 

 

 

 

 

hukum ekonomi dan kemampuan mahasiswa 

dalam  menganalisis kasus terkait hukum 

ekonomi serta membangun konsep dan 

strategi hukum dalam menjawab problem 

hukum ekonomi dalam lingkup nasional dan 

internasional 

2 

 

 

 

 

 

Kontrak Bisnis/ 

Business Contract  
PMSE35101822 
 

 

 

 

Mata kuliah Kontrak Bisnis memiliki basis 

kajian pada perkembangan konsep dan teori 

Hukum berkaitan kontrak bisnis dalam 

aktivitas bisnis baik secara langsung maupun 

tidak langsung mempengaruhi system hukum 

ekonomi di Indonesia, serta problematika 

hukum yang terjadi dalam lingkup kontrak 

bisnis. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum 

Organisasi 

Perusahaan/ 

Corporate 
Organization Law 
PMSE35101823 

 

 

 

 
 

Mata kuliah Hukum Organiasi Perusahaan 

membahas mengenai tujuan dan 

perkembangan hukum organisasi perusahaan 

di Indonesia serta membahas tentang bentuk-

bentuk organisasi perusahaan dalam maupun 

diluar KUHD seperti Firma, CV, PT, BUMN 

beserta perkembangannya. Dibahas pula 

tentang pengertian, akibat serta 

pertanggungjawaban atas terjadinya kondisi 

pailit serta penundaan pembayaran dan 

accord. Pembahasan tidak terfokus pada 

perkembangan tetapi juga bentuk dan sistem 

pertanggungjawabannya. Selai itu mata kuliah 

ini juga membahas menegenain hukum 

kepailitan dgn pokus kajian perkembangan 

kebutuhan hukum dan pengaturan hukum 

kepailitan di Indonesia.  

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum 

Penanaman 

Modal/ 
Investment Law 
PMSE35101824 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Mata kuliah Hukum Penanaman Modal 

membahas mengenai tujuan dan bentuk 

penanaman modal, teori dan dampak 

penanaman modal di Indonesia. Selain itu, 

juga membahas tentang pengaruh penanaman 

modal baik asing maupun dalam negeri pada 

penentuan kebijakan penanaman modal 

nasional serta arti penting penanaman modal 

bagi pembangunan ekonomi suatu bangsa dan 

perkembangannya dewasa ini terkait dengan 

pelaksanaan otonomi luas. 

Mata kuliah ini membahas tujuan pengaturan 

dan perkembangan hukum positif tentang 

penanaman modal di Indonesia. Prinsip-

prinsip hukum penanaman modal merupakan 

salah satu bagian dasar dari mata kuliah ini 

yang berisi National Treatment serta Most 

Favoured Nation. Hukum Penanaman Modal 

tidak akan pernah lepas dari perusahaan 

multi nasional sehingga perlu dipelajari 

mengenai bentuknya serta pengaturan terkait 

perusahaan tersebut. Salah satu bentuk 

perjanjian yang paling sering dilakukan oleh 

investor adalah Joint Venture, oleh karenanya 

mata kuliah ini akan membahas pula 

mengenai pengertian dan dasar hukum joint 

venture, macamnya serta joint venture apa saja 

yang diperbolehkan di Indonesia. Pada 

akhirnya mata kuliah ini juga akan membahas 

tentang abritrase internasional karena 

penanaman modal akan melibatkan 

perusahaan multinasional sehingga 



penyelesaian sengketa pun terkadang akan 

melibatkan arbitrase internasional.  

5 

 

 

 

 

 

 

Hukum 

Persaingan 

Usaha/ 
Anti Trust Law  

PMSE35101825 

 

 

 

 

Mata kuliah ini berintikan pada bahasan 

tentang konsep dan teori serta perkembangan 

hukum persaingan usaha. Materi bahasan 

tentang kegiatan usaha yang memberikan 

arah pada kegiatan aktifitas usaha yang sehat 

menghindari pada kegiatan monopoli, kartel 

serta kegiatan usaha yang tidak sehat 

sehingga peluang usaha yang bersendikan 

keadilan terwujud. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum Ekonomi 
Syariah/ 

Economic Law of 
Sharia  

PMSE35101826 

 

 
 

 

 

 

Mata kuliah ini berintikan aspek Hukum 

Ekonomi dalam sudut pandang syariah karena 

aktifitas yang berlandaskan ekonomi syariah 

sudah banyak dipraktekkan dalam system 

hukum di Indonesia. Ruang lingkup, sistem 

ekonomi syariah dan konvensional, Jenis 

kelembagaan perbankan dan lembaga 

pembiayaan, prinsip ekonomi syariah, lembaga 

penyelesaian sengketa syariah dan 

standarisasi. 

 

3. Hukum Kenegaraan (State Law) 

No Mata Kuliah/ 

Kode MK 

Deskripsi Mata Kuliah 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum 
Perbendaharan 

Negara/ 

State Treasury 
Law 
PMSKn35101821 
 

 

 

 

Mata kuliah ini membahas konsep dan teori 

serta perkembangannya dalam ruang lingkup 

perbendaharaan negara, kekayaan negara 

dan perlindungan aset negara, tindakan 

pemerintah dalam pengelolaan viskal dan 

moneter kekayaan negara, pengadaan barang 

dan jasa, serta membahas kasus actual yang 



 

 

 

 

 

 

terjadi berkaitan hukum perbendaharaan 

negara. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum Kekayaan 

dan Keuangan 

Negara/ 
State Assets and 
Finance Law 
PMSKn35101822 

 

 

 
 

 

Mata Kuliah ini kepada lulusan memiliki 

kemampuan membahas tentang teori-teori 

yang terkait dengan hukum keuangan negara, 

kebijakan penganggaran dan prinsip-prinsip 

di dalam pengelolaan keuangan negara secara 

teoritis sosiologis, yuridis dan filosofis. Serta 

mampu memberikan solusi hukum bagi 

persoalan aktual terkait kekayaan dan 

keuangan negara. 

3 

 

 

 

 

 

 

Ilmu Perundang-
undangan/ 

Statutory Science 
PMSKn35101823 

 

 

 
 

 

Materi ini membahas tentang konsep dan 

teori serta perkembangannya yang berkaitan 

ruang lingkup ilmu perundang-undangan 

secara materiel perundang-undangan, 

akselerasi kewenangan, metode penetapan 

pelanggaan dan sanksi, pengundangan dan 

penetapan perundang-undangan, sengketa 

regulasi, regulation review. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian 

Sengketa 

Ketatanegaraan/ 
Constitutional 
Dispute 
Settlement 
PMSKn35101824 

 

 
 

 

 

 

 

Mata kuliah Penyelesaian Sengketa Hukum 

untuk memberikan pemahaman yang lebih 

mendasar/mendalam serta menyeluruh 

tentang sengketa hukum dan 

penyelesaiannya, sehingga setelah lulus 

mahasiswa diharapkan mempunyai 

kemampuan analisis secara teoritis serta 

menyelesaikan sengketa hukum secara lebih 

menyeluruh, kritis dan sistematis. 

5 

 

 

Hukum dan 

Diskresi/ 
Law and 
Discretion 

Mata kuliah ini mencakup bahasan tentang 

teori dan konsep keputusan administrasi 



 

 

 

 

 

 

PMSKn35101825 

 

 
 

 

 

 

 

negara dan wewenang pejabat administrasi 

negara, teori hukum administrasi negara dan 

kebijakan publik, pengawasan dan 

pembatasan diskresi, instrumen diskresi. 

serta menyajikan contoh aktual tentang 

hukum dan diskresi. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum Pemilihan 

Umum/ 

General Election 
Law  
PMSKn35101826 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mata kuliah ini menyajikan materi berkaitan 

Teori dan Konsep untuk memahami Sengketa 

pemilu, partai politik, perlindungan pemilih 

dan dipilih, penyelenggara pemilu, model 

perbandingan pemilu (lokal, nasional dan 

internasional), dan membahas keterwakilan 

perempuan serta kajian filosofis, yuridis dan 

sosiologis berkaitan hukum pemilihan umum, 

serta problematika yang melingkupi 

pengaturan dan penyelenggaraan pemilu.  

 

 

4. Hukum Internasional (International Law) 

No Mata Kuliah/ 

Kode MK 

Deskripsi Mata Kuliah 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum 

Perbatasan 
Negara/ 

State Border Law 
PMSI35101821 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Mata kuliah ini berbasis pada problematika 

yang kerap muncul di kawasan perbatasan 

negara, terutama di kawasan perbatasan 

Indonesia (baik darat maupun laut) dengan 

negara tetangga. Problematika belum 

selesainya perjanjian perbatasan, konflik 

saling klaim di kawasan perbatasan (konflik 

kedaulatan), persoalan administrasi 

kependudukan, persoalan minimnya 

kesejahteraan dan sarana-prasarana di 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

kawasan perbatasan, serta persoalan kawasan 

perbatasan menjadi pintu masuk-keluar dari 

berbagai macam perbuatan illegal menjadi 

pembahasan dalam mata kuliah ini. Perjanjian 

Internasional tentang perbatasan, 

kelembagaan perbatasan. 

Mata Kuliah Hukum Perbatasan Negara juga 

menjadi salah satu mata kuliah unggulan 

yang berbasis Pola Ilmiah Pokok (PIP) 

Universitas Mulawarman. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum 

Perdagangan 
Internasional/ 

International 
Trade of Law 
PMSI35101822 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Perdagangan internasional menjadi tulang 

punggung perekonomian dunia saat ini. 

Pembahasan secara normatif-teoritis-praktis 

dari perspektif hukum dalam ruang lingkup 

perdagangan G to G, B to B, dan G to B 

menjadi inti dalam mata kuliah ini, termasuk 

di dalamnya membahas mengenai aspek 

hukum perdagangan bebas, keberadaan 

organisasi internasional di bidang 

perdagangan, dan perjanjian bilateral-

multilateral yang dilakukan oleh negara, 

terutama yang dilakukan oleh negara-negara 

ASEAN. 

3 

 

 

 

 

 

Hukum 

Humaniter/  

Law of 
Humanitarian 
PMSI35101823 
 

 

 

 

Mata kuliah ini membahas perkembangan hak 

asasi manusia internasional dan fakta-fakta 

internasional bahwa saat ini banyak terjadi 

pelanggaran hak asasi manusia yang 

berdimensi perang atau konflik bersenjata. 

Pembahasan mengenai perkembangan hukum 

hak asasi manusia internasional, konvensi-

konvensi bermuatan hak asasi manusia, 

konvensi-konvensi bermuatan hukum 



humaniter/perang, dan analisa hukum 

pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik 

bersenjata internasional menjadi topik utama 

dalam mata kuliah ini. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum Peradilan 

dan Arbitrase 

Internasional/ 

International 
Arbitration Court 
of Law 
PMSI35101824 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Mata kuliah membahas materi berkaitan 

kebutuhan dari para mahasiswa Program 

Studi Magister untuk memahami proses-

proses penyelesaian perkara/kasus yang 

berdimensi internasional, mengingat saat ini 

hubungan antar subjek Hukum Internasional 

sudah semakin kompleks dan lintas negara, 

terutama pada hubungan bisnis.  

Pemahaman mengenai Mahkamah 

Internasional, Peradilan Pidana Internasional, 

lembaga penyelesaian sengketa (dispute 

settlement body) yang berada di dalam 

organisasi internasional, dan arbitrase 

internasional menjadi inti dari mata kuliah ini. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum 

Lingkungan 

Internasional/ 
International 
Environment of 
Law 
PMSI35101825 

 
 

 

 

 

 

 

Mata kuliah membahas materi perkembangan 

pengaturan lingkungan hidup secara 

internasional yang berdampak pada perilaku 

subjek hukum internasional. 

Pembahasan terkait Pertanggungjawaban 

Negara (State Liability and State 

Responsibility), Corporate Liability, 

Transboundary Polution, UN FCCC (Konvensi 

Perubahan Iklim), Unclose, KTT BUMI, Agenda 

21 

 

6 

 

 

Hukum Perjanjian 

Internasional/ 

Law of Treaty 
PMSI35101826 

Mata kuliah ini membahas mengenai jenis-

jenis perjanjian internasional yang berdimensi 



 

 

 

 

 

 

publik maupun privat dalam pergaulan 

internasional.  

Mata kuliah ini juga membahas 

perkembangan “pemberlakuan” perjanjian 

internasional di Indonesia. 

 

5. Hukum Adat dan Kearifan Lokal (Adat Law and Local Wisdom) 

No Mata Kuliah/ 

Kode MK 

Deskripsi Mata Kuliah 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Hukum 

Adat/ 
System of Adat 
Law 
PMSAKL35101821 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Basis mata kuliah ini intinya aspek umum 

pengantar hukum adat, yang terdiri sistem 

hukum, corak, karakteristik masyarakat 

adat, asas-asas hukum adat, perkembangan 

hukum adat, konsep dasar hukum adat, 

kedudukan hukum adat, model pengakuan 

hukum adat, perkembangan hukum adat 

dalam perspektif internasional, serta 

Pluralisme Hukum dan posisi masyarakat 

adat dalam hukum nasional. 

Pada akhir kuliah mahasiswa program 

magister diharapkan memahami, mengerti, 

dan mengindifikasi sistem hukum adat.  

2 

 

 

 

 

 

 

Sistem 

Pemerintahan 
Adat/ 

Adat Goverment 
System  
PMSAKL35101822 

 
 

 

 

Mata kuliah ini menjelaskan konsep, teori 

dan perkembangan sistem pemerintahan adat 

yang mencakup kelembagaan adat, 

kewenangan lembaga adat, pola hubungan 

antar lembaga adat dan negara, serta 

pembentukan aturan adat dan prinsip-

prinsipnya serta perspektif pluralisme 

hukum. 

3 

 

Hukum 

Kekerabatan dan 
Mata kuliah ini intinya pada konsep teori 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum Waris 

Adat/ 

Devisee Law and 
Law of Kinship 
Adat  
PMSAKL35101823 

 

 

 
 

 

 

 

 

yang berkaitan 3 (tiga) bagian garis 

kekerabatan dalam masyarakat hukum adat, 

patriliner, matriliner, parental, kemudian 

dapat dilihat hukum keluarga, hukum waris, 

hukum harta dan kekayaan adat, hukum 

perkawinan, dan perkembangan hukum 

kekerabatan serta pluralisme hukum 

kekerabatan dan waris adat. 

Pada akhir kuliah mahasiswa program 

magister diharapkan memahami, mengerti, 

dan mengindifikasi hukum kekerabatan dan 

waris adat. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delik Adat 

Adat Offense/ 
PMSAKL35101824 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Mata kuliah pengembangan dari persoalan 

hukum kekerabatan, masyrakat hukum adat, 

dan ada pihak luar dalam lingkungan hukum 

adat, sehingga menimbulkan delik-delik adat 

yaitu dalam pelanggaran kekerabatan, 

macam-macam delik adat, model 

penyelesaian delik adat, sanksi delik adat, 

kedudukan delik dalam hukum Indonesia  

dan pluralisme hukum. 

Pada akhir kuliah mahasiswa program 

magister diharapkan memahami, mengerti, 

dan mengindifikasi hukum delik adat. 

5 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian 
Sengketa Adat/ 

Adat Dispute 
Resolution 
PMSAKL35101825 

 

 
 

 

Mata kuliah ini mencakup konsep dan teori 

yang berkaitan kelembagaan, mekanisme/ 

tata cara prosedur, sumber sengketa, 

pembuktian, para pihak aktor yang terlibat, 

dan wujud putusan serta penyelesaiannya. 

Serta perpektif pluralisme hukum dalam 

penyelesaian sengketa adat. 

6 Hak Ulayat 

Masyarakat Adat 
Mata kuliah ini menjelaskan konsep dan teori 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Tenurial Rights 
PMSAKL35101826 

 

 
 

 

 

 

 
 

serta perkembangannya yang berkaitan hak 

menguasai masyarakat adat baik meliputi 

tanah, air dan perairan masyarakat adat, hak 

komunal dan individual masyarakat adat, 

serta membahas hak kepemilikan, hak 

pemanfaatan, dan penguasaan atas dasar 

sewa menyewa mencakup sumberdaya alam 

masyarakat adat dan pluralisme hukumnya. 

 

6. Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Natural Resources 

and Environment Law) 

No Mata Kuliah/ 

Kode MK 

Deskripsi Mata Kuliah 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politik Hukum 

Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan/ 

Politic of Natural 
Resources and 
Environment Law 
PMSSDAL35101821 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Basis mata kuliah ini adalah terusan dari 

mata kuliah politik hukum. Kemampuan 

infrastruktur politik dan supra politik dalam 

menginternasasi nilai yang diidealkan 

menurut sisi keberlanjutan pembangunan 

(Sovereignity and state responsibility, 

precautionary principle, The Principle of 

Intergenerational Equity, Common but 

differential, The principle of Integration, 

Principle of cooperation, The Polluter pays 

principle). Kerangka hukum konstitusi, etika 

lingkungan, dan perlindungan manusia 

(distribusi kesejahteraan), penghilangan—

pengurangan distribusi risiko (environmental 

justice). Mata Kuliah ini ikut 

mempertimbangkan kecenderungan politik 

lingkungan global yang dikonstruksikan 

pada kemampuan mahasiswa menganalisis 

semua aspek yang ikut berpengaruh dalam 



pengelolaan SDA dan Lingkungan.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum Ekonomi 

Sumber Daya 
Alam/ 

Law of Economic of 
Natural Resource 
PMSSDAL35101822 

 
 

 

 

 

 

Mata kuliah ini memiliki basis kajian pada 

isu penggunaan instrumen ekonomi, sosial, 

dan lingkungan (Cost and Benefit analysis), 

skema beban social (externalities cost) dan 

praktek alokasi biaya internal (internalities 

cost), Polluter Pays Principle (OECD),  

distribusi risiko antara negara produsen 

dan penginport, skema keberlanjutan 

ekonomi SDA (prinsip pengelolaan), 

Pengelolaan dan Perlindungan Kawasan 

Ekologis dan sumber daya air. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolusi Konflik 

Sumber Daya 

Alam/ 
Conflict Resolution 
of Natural Resource 
PMSSDAL35101823 

 

 

 
 

 

 

 

Mata kuliah ini tentang mulai dari risk atlas 

(tambang, hutan, kebun, laut), mapping 

risiko konflik Relasi antar tata norma, rejim 

izin, otoritas nasional-lokal, penggunaan 

ruang, pengguna lahan, masyarakat 

lokal/MHA, konflik tenurial, pola konflik, 

pola resolusi konflik, regulasi-deregulasi. 

Mata kuliah ini mengajarkan pengetahuan 

basis keilmuan dari sisi konflik SDA dan 

teori pendukungnya.  

4 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan dan 

Perlindungan 
Wilayah Perairan/ 

Territorial Waters 
Management and 
Protection 
PMSSDAL35101824 

 
 

Mata kuliah berintikan aspek pengelolaan 

dan perlindungan. Pengelolaan terkait 

dengan penggunaan seperti untuk 

pelayaran, perikanan, pembangunan 

kawasan pesisir, dan pertambangan. Aspek 

perlindungan mitigasi untuk land base 

resources pollution, damping, seabed 

activities, vessel accident, cross-border 

pollution (Transbondary).     

5 Pencemaran Laut 

Lintas Batas/  
Mata kuliah berintikan pada dua 



 

 

 

 

 

 

Transboundary 
Marine Pollution 
PMSSDAL35101825 
 

 

 

 

pendekatan penyelesaian sumber 

pencemaran yaitu land base resources dan 

seabed activities-vessel activities. Dua 

sumber ini mendasarkan pada 2 (dua) 

kepentingan sekaligus yaitu nasional dan 

internasional. Berbagai regulasi 

internasional baik mandatory (MARPOL, 

GESAMP, CLC’69 maupun atas inisiasi 

terbatas (TAVALOP, SRISTAL, P&I dll) 

 

III. MATA KULIAH PILIHAN 

No Mata Kuliah/ 

Kode MK 

Deskripsi Mata Kuliah 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum 
Pengelolaan Aset 

Negara/ 

Law of State Asset 
Management 
P35101831 

Mata kuliah ini dimaksudkan dapat 

memberikan pengkajian dan pemahaman 

tentang pengelolaan aset negara secara 

fundamental melalui konsep, asas, teori, dan 

dinamika instrumen hukum terhadap 

barang milik negara dan barang milik 

daerah secara transparan dan akuntabel. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis Dampak 

Peraturan 

Perundang-
Undangan/ 

Analysis of 
Regulatory Impact 
Assesment 
P35101832 

Mata kuliah ini merupakan aplikasi dari 

salah satu metode untuk menganalisis 

peraturan perundang-undangan sehingga 

dapat dihasilkan peraturan perundang-

undangan yang lebih baik, dengan 

menggunakan Metode Regulation Impact 

Assesment (RIA), metode RIA membantu 

pembuat peraturan perundang-undangan 

yang lebih baik, serta membantu pembuat 

peraturan perundang-undangan 

menentukan apakah apakah peraturan 

perundang-undangan yang dibentuknya 



 menimbulkan dampak negative atau tidak. 

Metode RIA juga membantu menemukan 

alternatif selain membentuk peraturan 

perundang-undangan. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politik Penyusunan 

Produk Hukum 

Daerah/ 

Politic of Regional 
Product Drafting 
P35101833 

Proses pembelajaran mencakup 

perancangan produk hukum daerah 

menggunakan metode pengajar CLE yang 

terdiri atas planning component, experiential 

component, reflection dan evaluation 

component. Pendekatan yang dipergunakan 

adalah teoritik dan praktik. Pendekatan 

teoritik meliputi: teori sistem hukum 

perundang-undangan/legal system; teori 

penjenjangan norma hukum, stufenbau 

theory; gelding theory; good legistation 

theory; ROCCIPI; teori momentum; teori 

kewenangan; dan ketentuan peraturan 

perundangundangan yang terkait.  

Direfleksikan dalam politik penyusunan 

produk hukum daerah 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum dan Hak 

Asasi Manusia/ 

Law and Human 
Right 
P35101834 

Mata kuliah ini menyajikan materi Hak 

Asasi Manusia yang meliputi 

perkembangan konsep, teori dan Instrumen 

hukum Hak Asasi Manusia  lokal, nasional  

dan Internasional, serta mahasiswa Magister 

ilmu Hukum untuk mampu secara 

mendalam menganalisis persoalan Hukum 

aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia 

dalam lingkup nasional dan internasional 

dalam perpektif teori. 

5 

 

Hukum Pajak, 

Retribusi dan Pola 
Pembiayaan/ 

Materi pembelajaran dalam mata kuliah 

Hukum Pajak, Retribusi, dan Pola 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Law of Tax, 
Retribution and 
Financing Pattern 
P35101835 

Pembiayaan adalah berbagai persoalan 

hukum sebagai akibat yang timbul dari 

berbagai hubungan hukum yang berkaitan 

dengan aktivitas di bidang perpajakan dalam 

lingkup perkembangan teoritik, filosofis, 

sosiologis dan yuridis bidang perpajakan,  

sehingga mahasiswa mampu 

mengindentifikasi dan menganalisis 

persoalan-persoalan hukum yang timbul. 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbitrase dan 
Alternatif 

Penyelesaian 

Sengketa 

Ekonomi/ 

Arbitration and 
Alternative Dispute 
Settlement of 
Economic 
P35101836 

Substansi kuliah yang mengedepankan 

teori, kerangka hukum positif, dan putusan-

putusan pengadilan serta praktek arbitrase, 

dengan pendekatan komparatif, serta 

mengembangkan sistem penyelesaian 

sengketa berdasarkan nilai-nilai lokal dan 

asas musyawarah dalam Pancasila. 

dimaksudkan untuk mendorong mahasiswa 

meningkatkan daya kritis dan sekaligus 

memperoleh dan membawa pemikiran baru 

dalam rangka memperbaiki atau 

mengembangkan hukum arbitrase yang 

telah ada dan dengan membandingkan 

sistem hukum arbitrase dunia.  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politik Hukum 

Pertambangan/ 

Politic of Mining 
Law 
P35101837 

Politik Hukum Pertambangan merupakan 

mata kuliah multidisipliner yang menyajikan 

materi kajian politik dan hukum di bidang 

pengelolaan pertambangan baik migas 

maupun non migas. Mencakup politik 

pembentukan hukum, penetapan, 

pelaksanaan dan penegakan hukum di 

bidang pertambangan, serta menelaah 



 

 

faktor-faktor dominan dalam pembentukan, 

pelaksanaan dan penegakan hukum di 

lingkup lokal, nasional, dan internasional. 

 

 

Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 5 September 2018 

DEKAN FAKULTAS HUKUM, 

 

 
 

 

MAHENDRA PUTRA KURNIA 

NIP 19820307 200312 1 003 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

KEPUTUSAN  

DEKAN FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MULAWARMAN 

Nomor :  75-2/KR/2018 

TENTANG 

MATA KULIAH CIRI KHAS KURIKULUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menegaskan keunggulan kurikulum 

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Universitas Mulawarman, maka perlu 
ditetapkan mata kuliah ciri khas kurikulum Program 

Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Mulawarman; 

 b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 

diterbitkan Keputusan Dekan. 
 

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional; 

  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi; 
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana 

diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Pendidikan Tinggi; 

  5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 
 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS MULAWARMAN  

FAKULTAS HUKUM 

Alamat: Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119 

Telepon (0541) 7774145 Faximili (0541) 7774144 

Laman: https://fh.unmul.ac.id, Surel: dekanat@fh.unmul.ac.id 

 
 

 



  6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 

tentang Pendirian Universitas Mulawarman; 

   7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

   8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 
45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan 

Tinggi; 

   9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 

232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan 

Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil 

Belajar Mahasiswa; 
   10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 

091/O/2004 tentang Statuta Universitas 

Mulawarman; 

   11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi RI Nomor 428/M/Kp/VII/2015 
tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu 

Hukum Program Magister Pada Universitas 

Mulawarman Di Samarinda; 

    12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 

12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat; 

    13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 

194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi 

Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Univeritas 

Mulawarman; 

  14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 
1504/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan 

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 

2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Mulawarman Periode 2017-

2021; 
  15. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Mulawarman Nomor 74-2/LL/2018 tentang Visi, 

Misi, dan Standar Kompetensi Program Studi 

Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman; 

  16. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Mulawarman Nomor 75-1/KR/2018 tentang 
Kurikulum Program studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. 

    

 

 

 
 

 



MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 

MULAWARMAN TENTANG MATA KULIAH CIRI KHAS 

KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU 

HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 
MULAWARMAN 

KESATU : Mata kuliah Energi dan Perubahan Iklim (Energy and 
Climate Change), mata kuliah Hak Gugat Masyarakat 

Adat (Right of Claim and Adat Settlement Dispute), dan 

mata kuliah Keadilan Lingkungan (Environment Justice) 

sebagai mata kuliah ciri khas Kurikulum Program Studi 

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Mulawarman. 

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. 

KETIGA : Bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan 

Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 

        

Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 5 September 2018 

DEKAN FAKULTAS HUKUM, 

 

 
 

 

 

MAHENDRA PUTRA KURNIA 

NIP 19820307 200312 1 003 

 
 
Tembusan disampaikan kepada Yth: 
Rektor Universitas Mulawarman (sebagai laporan) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
 

KEPUTUSAN  

DEKAN FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MULAWARMAN 

Nomor :  75-3/KR/2018 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KURIKULUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN 

 

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan 

Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman yang 
telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan 

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 

75-1/KR/2018, maka perlu ditetapkan 

penyelenggaraan kurikulum Program Studi 

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Mulawarman; 
  b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 

diterbitkan Keputusan Dekan. 

 

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi; 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan 

sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan; 

  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 

tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 
Pengelolaan Pendidikan Tinggi; 

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS MULAWARMAN  

FAKULTAS HUKUM 

Alamat: Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119 

Telepon (0541) 7774145 Faximili (0541) 7774144 

Laman: https://fh.unmul.ac.id, Surel: dekanat@fh.unmul.ac.id 

 
 

 



  5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 

  6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 

tentang Pendirian Universitas Mulawarman; 

   7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

   8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI 

Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti 

Pendidikan Tinggi; 

   9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI 

Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman 
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan 

Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; 

   10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI 

Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas 

Mulawarman; 
   11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi RI Nomor 428/M/Kp/VII/2015 

tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu 

Hukum Program Magister Pada Universitas 

Mulawarman Di Samarinda; 

   12.  Peraturan Rektor Universitas Mulawarman 
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat; 

   13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman 

Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan 

Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas 
Hukum Univeritas Mulawarman; 

   14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman 

Nomor 1504/KP/2017 tentang Pemberhentian 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 

Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 

Periode 2017-2021; 

   15. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Mulawarman Nomor 74-2/LL/2018 tentang Visi, 

Misi, dan Standar Kompetensi Program Studi 

Magister Ilmu Hukum Universitas Mulawarman; 
   16. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Mulawarman Nomor 75-1/KR/2018 tentang 

Kurikulum Program studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman; 

 

 
 



   17. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Mulawarman Nomor 75-2/KR/2018 tentang Ciri 

Khas Kurikulum Program studi Magister Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Mulawarman. 

 
 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG 

PENYELENGGARAAN KURIKULUM PROGRAM 
STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS 

HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN 

KESATU : Penyelenggaraan Kurikulum Program Studi Magister 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 

Mulawarman sebagaimana tercantum dalam 
lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. 

KETIGA : Bilamana terdapat kekeliruan dalam penetapan 

Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana 

mestinya. 

 

        

Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 5 September 2018 

DEKAN FAKULTAS HUKUM, 

 

 
 

 

 

MAHENDRA PUTRA KURNIA 

NIP 19820307 200312 1 003 

 
Tembusan disampaikan kepada Yth: 
Rektor Universitas Mulawarman (sebagai laporan) 

 

 
 

 
 
 

 



LAMPIRAN  

KEPUTUSAN DEKAN  

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MULAWARMAN 

NOMOR 75-3/KR/2018 

TENTANG PENYELENGGARAAN 
KURIKULUM PROGRAM STUDI 

MAGISTER ILMU HUKUM  

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS MULAWARMAN 

 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Keputusan Dekan ini yang dimaksud dengan: 

1. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. 

2. Program Studi adalah Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. 

3. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. 

4. Koordinator Program Studi yang selanjutnya disingkat KPS adalah 

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Mulawarman. 

5. Mata Kuliah Wajib Program Studi adalah kelompok bahan kajian 

dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan 

landasan penguasaan ilmu dan ketrampilan tertentu. 

6. Mata Kuliah Pilihan Minat Studi adalah kelompok bahan kajian 

dan pelajaran yang bertujuan memberikan pemahaman tertentu 

berdasarkan cabang-cabang ilmu hukum.  

7. Mata Kuliah Pilihan adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran 

yang bertujuan untuk menunjang pemahaman terhadap ilmu 

hukum secara multidisipliner atau interdisipliner. 

8. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah 

takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh 

selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu 

sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam 

kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 - 2 jam 

kegiatan terstruktur dan sekitar 1 - 2 jam kegiatan mandiri. 

9. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Program Studi Magister Ilmu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Angkatan 2018 

dan seterusnya. 



10. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah ukuran 

kemampuan belajar atau kemampuan akademik mahasiswa 

didasarkan pada nilai bobot rata-rata pada semester tertentu. 

11. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah 

hasil perhitungan rata-rata IP seluruh semester yang digunakan 

sebagai ukuran kemampuan akademik mahasiswa selama masa 

studi pada Fakultas. 

12. Minat Studi adalah pengelompokan mata kuliah berdasarkan 

cabang-cabang ilmu hukum. 

13. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah 

dokumen yang berisikan rencana studi mahasiswa setiap 

semester. 

14. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah dokumen 

yang berisikan nilai kumulatif mata kuliah yang ditempuh oleh 

mahasiswa pada setiap semester dan indek prestasinya 

 

BAB II 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN/CAPAIAN PEMBELAJARAN 

 

Pasal 2 

(1) Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan dalam Capaian 

Pembelajaran lulusan dari Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman terdiri atas: 

a. Aspek Sikap; 

b. Aspek Penguasaan Pengetahuan; 

c. Aspek Keterampilan Umum; dan  

d. Aspek Keterampilan Khusus. 

(2) Aspek Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu 

menunjukkan sikap religius;  

b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika;  

c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan 

peradaban berdasarkan Pancasila;  

d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah 

air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada 

negara dan bangsa;  

e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan 

kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;  

f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian 

terhadap masyarakat dan lingkungan;  



g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara;  

h. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;  

i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di 

bidang keahliannya secara mandiri; dan  

j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan 

kewirausahaan. 

(3) Aspek Penguasaan Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b meliputi: 

a. Menguasai berbagai diskursus keilmuan hukum (teori hukum, 

politik hukum, dan filasafat hukum) dengan 

mempertimbangkan isu-isu hukum kontemporer baik tingkat 

lokal, nasional, dan internasional 

b. Menguasai metode penelitian hukum doctrinal methodology 

(research in law) atau penelitian interdisciplinary (research 

about law). 

(4) Aspek Keterampilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c meliputi: 

a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan 

kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya 

seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora (humanities) 

sesuai dengan bidang keahliannya;  

b. Mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian 

berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan, tata cara, dan etika 

ilmiah; 

c. Mampu melakukan kajian sesuai bidang keahliannya dalam 

menyelesaikan masalah-masalah hukum dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat atau industri yang 

relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya; 

d. Mampu menyusun dan mengemukakan ide, hasil pemikiran, 

dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan 

berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya 

melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat 

luas; 

e. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan pada obyek 

penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta 

penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin 

atau multidisiplin; 

f. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan 

masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan 



postur regulasi, kecenderungan politik hukum negara, kondisi 

masyarakat atas fenomena hukum tertentu, atau praktek 

penyelenggaraan hukum;  

g. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan 

kerja dengan kolega di dalam lembaga tingkat nasional dan 

nasional dan/atau komunitas penelitian yang lebih luas; 

h. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;  

i. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka 

menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; dan 

j. Mampu menyusun karya ilmiah dalam bentuk tesis atau 

bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan 

tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah 

terakreditasi atau diterima di jurnal internasional. 

(5) Aspek Keterampilan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d meliputi: 

a. Mampu menyusun interpretasi dan argumentasi hukum 

berdasarkan teori, norma, logika, dan fakta hukum.  

b. Mampu melakukan penalaran terhadap berbagai peristiwa 

hukum yang dihadapi oleh masyarakat dan negara. 

c. Mampu melakukan riset di bidang hukum dengan pendekatan 

interdisipliner atau multidisipliner. 

d. Mampu menghasilkan karya ilmiah di bidang hukum yang 

mendapatkan pengakuan nasional atau terindeks dalam 

berkala ilmilah internasional. 

e. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat 

bagi 

keilmuan dan menyelesaikan masalah-masalah hukum lokal, 

nasional, maupun internasional. 

f. Mampu mengevaluasi dan merekonstruksi berbagai dokumen 

hukum. 

 
BAB III 

BEBAN DAN MASA STUDI 

 

Pasal 3 

Beban studi jenjang pendidikan Magister (S2) Program Studi Magister 

Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman berkisar 39-41 

SKS.  

 

 

 



Pasal 4 

(1) Masa studi jenjang pendidikan magister (S2) Program Studi 

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 

dijadwalkan 4 semester yang dapat diselesaikan dalam jangka 

waktu selama-lamanya 8 semester. 

(2) Apabila masa studi sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) tidak 

dapat dipenuhi maka mahasiswa yang bersangkutan akan 

diberhentikan dari Universitas Mulawarman. 

 

BAB IV  

MATA KULIAH CIRI KHAS DAN STRUKTUR KURIKULUM 

 

Pasal 5 

(1) Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Mulawarman memiliki mata kuliah yang bercirikan dan 

berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan. 

(2) Mata kuliah ciri khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui Keputusan Dekan. 

 

Pasal 6 

(1) Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Mulawarman terdiri atas:  

a. Kelompok Mata Kuliah Wajib Program Studi; 

b. Kelompok Mata Kuliah Pilihan Minat Studi; 

c. Kelompok Mata Kuliah Pilihan; dan  

d. Tesis. 

(2) Kelompok Mata Kuliah Wajib Program Studi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah total 21 (dua puluh 

satu) SKS yang terdiri atas 9 (sembilan) mata kuliah. 

(3) Kelompok Mata Kuliah Pilihan Minat Studi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam 6 (enam) kelompok 

mata kuliah minat studi sebagai berikut: 

a. Minat studi Hukum Pidana berjumlah total 12 (dua belas) SKS  

yang terdiri atas 6 (enam) mata kuliah. 

b. Minat studi Hukum Ekonomi berjumlah total 12 (dua belas) 

SKS  yang terdiri atas 6 (enam) mata kuliah.   

c. Minat studi Hukum Kenegaraan berjumlah total 12 (dua belas) 

SKS  yang terdiri atas 6 (enam) mata kuliah. 

d. Minat studi Hukum Internasional berjumlah total 12 (dua 

belas) SKS  yang terdiri atas 6 (enam) mata kuliah. 

e. Minat studi Hukum Adat dan Kearifan Lokal berjumlah total 10 

(sepuluh) SKS  yang terdiri atas 5 (lima) mata kuliah. 



f. Minat studi Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan 

berjumlah total 10 (sepuluh) SKS  yang terdiri atas 5 (lima) 

mata kuliah. 

(4) Kelompok Mata Kuliah Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c berjumlah total 14 (empat belas) SKS yang terdiri atas 7 

(tujuh) mata kuliah. 

(5) Tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki bobot 

6 (enam) SKS yang terdiri atas 3 (tiga) tahapan sebagai berikut: 

a. Ujian Desain Riset Tesis;    

b. Seminar Hasil Penelitian Tesis; dan 

c. Ujian Tesis.  

 

BAB V 

RENCANA STUDI DAN PENGAMBILAN MATA KULIAH 

 

Pasal 7 

(1) Rencana Studi disusun pada waktu yang ditentukan mengikuti 

kalender akademik Universitas Mulawarman. 

(2) Rencana Studi disusun sesuai struktur kurikulum yang 

dituangkan dalam KRS dengan bimbingan dan persetujuan KPS.  

(3) Mata kuliah dan beban studi yang disusun dalam rencana studi 

untuk mahasiswa semester II dan seterusnya didasarkan pada IP 

pada KHS semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

 
 

IP Semester Sebelumnya 
Jumlah SKS Maksimum  

Semester Berikutnya 

IP < 1,50 12 

1,50 ≤ IP < 1,66 13 

1,66 ≤ IP < 1,82 14 

1,82 ≤ IP < 2,00 15 

2,00 ≤ IP < 2,16 16 

2,16 ≤ IP < 2,32 17 

2,32 ≤ IP < 2,50 18 

2,50 ≤ IP < 2,66 19 

2,66 ≤ IP < 2,82 20 

2,82 ≤ IP < 3,00 21 

3,00 ≤ IP < 4,00 22-24 



(4) Mahasiswa yang tidak mengisi KRS, tidak diperkenankan 

mengikuti kegiatan akademik. 

 

Pasal 8 

(1) Untuk dapat dinyatakan telah menyelesaikan program 
pembelajaran pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Mulawarman, setiap mahasiswa wajib menempuh dan 

lulus minimal 39 (tiga puluh sembilan) SKS dan maksimal 41 

(empat puluh satu) SKS yang terdiri atas Mata Kuliah Wajib 

Program Studi, Mata Kuliah Pilihan Minat Studi, Mata Kuliah 

Pilihan, dan Tesis. 
(2) Jumlah SKS Mata Kuliah Wajib Program Studi yang harus 

ditempuh dan dinyatakan lulus adalah 21 (dua puluh satu) SKS. 

(3) Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan Minat Studi yang harus ditempuh 

dan dinyatakan lulus adalah minimal 8 (delapan) SKS.  

(4) Jumlah SKS Mata Kuliah Pilihan yang harus ditempuh dan 

dinyatakan lulus adalah minimal 4 (empat) SKS. 
(5) Jumlah SKS Tesis adalah 6 (enam) SKS.  

(6) Mahasiswa dapat memprogramkan tambahan Mata Kuliah Pilihan 

Minat Studi atau Mata Kuliah Pilihan maksimal 2 (dua) SKS 

 

Pasal 9 

(1) Pengambilan mata kuliah sesuai dengan mata kuliah yang 

ditawarkan oleh Program Studi setiap semesternya sesuai dengan 

tahun studinya. 

(2) Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah yang sudah pernah 

ditempuh sesuai dengan kebutuhan. 

(3) Mata Kuliah Pilihan Minat Studi dan Mata Kuliah Pilihan 

diselenggarakan dengan jumlah minimal peserta sebanyak 5 (lima) 

mahasiswa. 

 

BAB VI 

PEMILIHAN MINAT STUDI DAN TESIS 

 

Pasal 10 

(1) Mahasiswa memilih Minat Studi pada semester II.  

(2) Minat Studi diselenggarakan dengan syarat dipilih oleh minimal 7 

(tujuh) mahasiswa. 

 

Pasal 11 

(1) Mahasiswa yang telah memilih Minat Studi diperbolehkan untuk 

mengambil mata kuliah pada Minat Studi lain sesuai dengan 

kebutuhan.  



(2) Mahasiswa yang mengambil mata kuliah lintas Minat Studi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pasal 8 

ayat (3) dan ayat (6).  

 

Pasal 12 

(1) Mahasiswa mengajukan judul Tesis sesuai dengan Minat Studi 

yang dipilih.  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tesis diatur dalam Keputusan 

Dekan. 

 

BAB VII 

EVALUASI KEBERHASILAN STUDI 

 

Pasal 13 

(1) Evaluasi  keberhasilan  studi  mahasiswa dilakukan untuk 

menentukan keberlanjutan studi  seorang mahasiswa. 

(2) Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilakukan oleh Program 

Studi pada akhir tahun pertama, akhir tahun kedua, akhir tahun 

ketiga dan akhir masa studi. 

(3) Evaluasi keberhasilan studi dilaksanakan oleh Program Studi pada 

setiap akhir semester genap dan dilaporkan kepada Dekan. 

(4) Seorang mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi bila 

memenuhi persyaratan: 

a. Telah lulus mata kuliah minimal 23 SKS dengan IPK minimal 

3,00 (pada akhir tahun pertama); 

b. Telah lulus mata kuliah minimal 30 SKS dengan IPK minimal 

3,00 (pada akhir tahun kedua); 

c. Telah lulus mata kuliah minimal 33 SKS dengan IPK minimal 

3,00 (pada akhir tahun ketiga). 

(5) Bila setelah dua semester masih tidak memenuhi persyaratan 

kemajuan studi minimal, maka kepada mahasiswa bersangkutan 

diberikan 3 (tiga) pilihan, yaitu: 

a. Mengundurkan diri secara sukarela 

b. Mengajukan permohonan pindah ke perguruan tinggi lain 

c. Diberhentikan. 

(6) Persyaratan kelulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman adalah: 

a. Telah lulus semua mata kuliah yang ditetapkan pada 

kurikulum Program Studi dengan IPK ≥ 3,00. 

b. Telah lulus Tesis. 

c. Menyelesaikan persyaratan lain yang ditetapkan oleh fakultas. 

 



BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 14 

Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Samarinda 

pada tanggal 5 September 2018 
DEKAN FAKULTAS HUKUM, 

 

 

 

 

 
MAHENDRA PUTRA KURNIA 

NIP 19820307 200312 1 003 

 

 

 

 
 

  



 


